
BUPATI TUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 

TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN 

PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang: bahwa dengan dilaksanakan perubahan nomenklatur 
perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toban 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 

2019 Seri D Nomor 2), maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat 

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan 

Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan 

Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban Tahun 

Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingk:ungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peratura_n Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas 

Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan atas Be ban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 

2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2008 seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Toban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 

Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2012 Seri D Nomor 08), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 

Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten 

Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2015 
Seri D N omor 7); 



- 4 -

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 

Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Toban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2019 Seri D Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 

2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2019 Seri A Nomor 11); 

16. Peraturan Bupati Toban Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toban 

Tahun 2019 Seri A Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 

BUPATI TUBAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG 

PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT 

PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT 

PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 

DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG 

PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 

2020. 

Pasal 1 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 61 

Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal 

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat 

Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Dan Surat 

Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi 

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Toban Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 

Seri E Nomor 52) diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Nomor Urut 23 Kolom 3 Nama SKPD, diubah 

sehingga berbunyi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 
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Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 2 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TUBAN, 

Ditetapkan di Tuban 

gal 2 Januari 2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 2 


